
GUBERNUR LAMP1JNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 87 TAHUN 2018
 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAlI TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENOELOLAAN DISTRIBUSI DAN 
PEMASARAN KOMODITI PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUN<:i, 

Menimbang a .	 bahwa dalam rangka men indak lanju ti Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 201 6 tentang Perangkat Daerah dan 
Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nom or 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentuka n dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Un it Pelaksana Teknis Da erah , perlu dil akukan 
penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Perdagangan Provinsi Lampung; 

b.	 bah wa berdasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud 
pada h u ruf a tersebut d i atas, perlu menetapkan Peraturan 
Gu bernur tentang Pembentukan , Organisa s i dan Tata Kerja 
Unit Pelaksa n a Teknis Daerah Balai Pengelolaan Distribusi 
dan Pemasaran Komoditi pada Din a s Perdagangan Provinsi 
Lampu n g; 

Mengingat 1.	 Undang-Un dang Nomor 14 Tah u n 1964 tentang Penetapan 
Peratu ran Pemerintah Pen gganti Un dang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pem ben tu kan Da erah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Un dang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pem bentu kan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undan g-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang 
Pem ben tuka n Peratu ran Peru ndang-undangan; 

3.	 Un dang-Un da ng Nomor 5 Tahu n 20 14 tentang Aparatur 
Sipil Negara ; 

4.	 Un d ang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana te1ah beberapa kali 
d iubah terakh ir den gan Unda n g-Undang Nomor 9 Tahun 
20 15; 

5.	 Peraturan Pem erin tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

6.	 Pera tu ran Pem erin tah Nomor 12 Tah u n 2017 tentang 
Pembinaan dan Pen gawa san Penyelen ggaraan Pem erin taha n 
Daerah; 

7 .	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Jabatan Fun gsion al Um u m di Lin gkungan 
Pem erintah Daerah; 
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8.	 Pera turan Men teri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahu n 2015 
tentan g Pembentu kan Produk Hu ku m Daerah; 

9.	 Peratu ran Men teri Dalam Negeri Nom or 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentuka n dan Klasifikasi Cabang 
Dinas da n Un it Pelaksana Teknis Da era h ; 

10. Peraturan Daerah Provin si Lam pu n g Nomor 8 Tahun 2016 
ten tang Pembentukan da n Susunan Perangkat Daerah 
Provin si Lampun g sebagaimana telah diubah den gan 
Peraturan Daerah Provins i Lam pu n g Nomor 17 Tahun 2017; 

11.	 Peratu ran Da erah Provin si Lam pu n g Nomor 6 Tahu n 2017 
te n tang Pernberitukan Produ k Hukum Daerah; 

MEMUTUf:~KAN: 

PERATURAN GUBERNUR T'ENTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH BALAI PENGELOIA AN DISTRIBUSI DAN 
PEMASARAN KOMODITI PADA DINAS PERDAGANGAN 
PROVINSI LAMPUNG. 

BABI
 

KETENTVAli UMUM
 

Pasal l 

Dalarn Peraturan Gubem ur ini, yan g dimaksu d dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lampun g. 

2.	 Pemerin tah Provinsi ada lah Pe merin ta h Provin s i Lam pu n g. 

3.	 Gubem ur adalah Gubem ur Larnpu n g. 

4.	 Sek retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

5.	 Pera tu ran Gubemur adalah Pera tu ran Gubemur Larnpung. 

6.	 Dinas Perdagangan a dalah Dinas Perdagangan Provinsi 
Larnpu ng. 

7.	 Un it Pelaksa n a Tekn is Daera h yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalab Un it Pelaksa na Teknis Daerah Balai 
Pen gelolaan Distribu s i dan Pe m a saran Komoditi pada Dinas 
Perda gangan Provinsi Lampu n g. 

8.	 Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas 
Perd a ga n gan Provin si Lampu n g. 

9.	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Balai Pen ge lolaa n Dis tribusi dan 
Pemasaran Komoditi pa d a Din a s Perdagangan Provinsi 
Larnpu ng. 

10. J a b a tan Fungsional ada lah ked u d u kan yang menunjukkan 
tu ga s , tanggung jawa b , we wen ang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam s atu an organisasi yang dalarn 
pelaksanaan tuga snya didasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu serta bersifa t mand iri . 
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BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUG-AS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 
Pasal2 

Dengan Peraturan Gubern u r ini diberrtuk l)PTD Balai Pen gelolaa n Distribu si dan 
Pemasaran Komoditi pada Dinas Perdagangan Provirrs i Lampu n g. 

Balian Ke dua 

Kedudukan 

Pasa1 3 

(1)	 UPTD Balai Pengelolaan Distribusi dan Pernasa ran Komoditi berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepa la Dinas Perdagangan Provin s i 
Lampung. 

(2)	 UPTD dipimpin ole h seorang Kepala UfYfD . 

Paragraf 1 

Tugas dan Fungs i 

Pasal4 

(1)	 UfYfD Distribusi da n Pemasaran Komoditi mem pu nya i tu ga s m elaksa n akan 
pembinaan, kerjasama, distribusi, pemasaran d an pengendalian mutu 
komoditi . 

(2)	 Untuk melaksanakan tuga s sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UfYfD 
Distribusi dan Pemasaran Kom oditi , mempunyai fungsi: 
a.	 pelaksanaan pembinaan dan kerjasama pengadaan dan ketersediaan 

kornoditi dengan pe1aku usaha dan sentra-sentra produksi; 
b.	 pelaksanaan pengendalian secara terkoordin a si proses nilai tarnbah 

komoditi antara lain sortasi, packagin g, labelin g dan pengelolaan aset; 
c.	 pelaksanaan prornosi dan pernasaran ko mod iti serta kerjasama dengan 

pelaku pasar tradisional, modem dan indu stri; 
d.	 pelaksanaan fasilitasi kerjasama pem biayaan antara m itra usaha dengan 

lembaga keuangan; 
e.	 pembinaan monitoring dan evalua si terh adap pelaksa n aa n distribu s i dan 

pemasaran komod iti; dan 

f.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausah aa n. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RIl1rCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Busunan Or anisasil 

Pasa1 S 

(1)	 Susunan organisa s i UPTD Distribusi dan Perna saran Komoditi , terdiri dari: 
a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Ta ta Usaha; 
c.	 Seksi Komoditi dan Kemitraan; 
d.	 Seksi Distribusi dan Pem a sara n ; dan 
e.	 Kelompok J a ba tan Fun gsional. 
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(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Ta ta Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab ke pad a Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) h u ruf c dan huruf d, 
masing-masing dipim p in oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(4)	 Kelompok Jabatan Fun gs io n al sebagaimana dimaks u d pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin ole h seorang pejabat fungs ion al senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Ke p ala UPTD . 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Distribu si dan Pemasaran Komoditi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gu bemur 
ini. 

Bagian Kedua 

Rincian Tugas 

Paragraf 1 
KepaIa UPTD 

Pasal 6 

(1)	 Kepala UPTD merripuriyar tugas memirnpin, mengendalikan dan 
mengkoordinasi pelaksa n a an tugas UPTD Distribu s i dan Pemasaran 
Komoditi sesuai dengan keb ijakan yan g dit.etap kan oleh Kepala Dinas 
Perdagangan Provinsi Lampung serta ketentu an pera t u ran perundang­
undangan yang berlaku. 

(2)	 Untuk melaksanakan tu ga s sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi , m empu nyai fun gs i: 
a.	 pelaksanaan pem bin aan dan kerjasama pengadaan dan ketersediaan 

komoditi dengan pelaku usaha dan sen tra-sen tra p rod u ks i; 
b.	 pelaksanaan pen gendalian secara terkoord in a s i proses n ilai tambah 

komoditi antara la in sortasi, packaging, labe ling d an pengelolaan asset; 
c.	 pelaksanaan promosi dan pemasaran kom oditi serta kerjasama dengan 

pelaku pasar tra d isional, modem dan indu s tri; 
d.	 pelaksanaan fasilitasi kerjasama pembiayaan antara m itra usaha dengan 

lembaga keuangan; 
e .	 pembinaan monitoring dan evaluasi terhada p pelaksanaan distribusi dan 

pemasaran komoditi; dan 

f.	 pelaksanaan pen gelolaan u rusan ketatau sahaan. 

Paragraf2 

Sub Sa . D Tata Vsallla 

Pasal 7 

(1)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuga melaksanakan urusan 
ketatausahaan, keu angan, kepegawaian, pere ncanaan dan rumah tangga 
UPTD. 

(2)	 Rin cian tugas Sub Ba gian Tata Usaha, adalah seba gai ber ikut: 
a.	 melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, 

perencanaan dan rum a h tangga UPTD; 
b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan 

surat-menyurat: 
c.	 melaksanakan dan m enyia pkan bahan pen gelolaan admin is trasi serta 

inventarisasi dan pemeliharaan barang; dan 
d.	 melaksanakan dan m enyiapkan bahan pelapora n serta evaluasi 

pelaksanaan kegia tan. 
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Paragraf 3 

Seksi Komo diti dan Ke m itraan 

Pasa1 S 

(1)	 Seksi Komoditi dan Kemitraan mempunyai tu ga s m elaksa naka n identifikasi 
potensi komoditi, fasil itasi, pembinaan dan m em persiapkan pelaksanaan 
pengembangan kerjasama dengan mitra u saha . 

(2)	 Rincian tugas Seksi Komoditi dan Kemitraan, a dala h sebagai berikut: 
a.	 melakukan identifikasi potensi komoditi dan m empers ia pkan pelaksanaan 

pengembangan kerjasama dengan mitra usaha ; 
b.	 memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara m itra usaha dengan lembaga 

keuangan; 

c.	 memfasilitasi proses nilai tambah komoditi (sortas i, packaging dan 
labeling); 

d.	 mempersiapkan bahan dan melakukan pem binaan serta pengendalian 
mutu pada pelaku ueaha ysentra; dan 

e.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh a tasan. 

Paragraf 4 

Seksi Di!~tribus i dan Pemasaran 

Pasa1 9 

(1)	 Seksi Distribusi dan Pemasaran m empu nyai tugas mempersiapkan 
kerjasama, melakukan identifikasi dan rnempersiapkan promosi dan 
pemasaran komoditi, informasi dan harga komoditi serta distribusi komoditi. 

(2)	 Rincian Tugas Seksi Distribusi dan Pemasaran, a dalah sebagai berikut: 
a.	 mempersiapkan kerjasama dengan pelaku pasar (tra d is ional, modern dan 

industri; 
b .	 melakukan identifikasi dan mempersiapkan promosi dan pemasaran 

komoditi; 
c.	 mempersiapkan informasi dan harga kom od iti; 
d.	 mempersiapkan pelaksanaan distribusi komod iti; dan 

e.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa n . 

BAB IV 

JABATAN PEGAWAI APARATUR S~IPIL NEGARA 

Pasa1 10 

(1)	 Kepala Unit Pelaksana Tek n is Dinas k elas A, merupakan jabatan eselon I Ib 
atau jabatan administrator. 

(2)	 Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas 
A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

BABV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal l l 

(1)	 Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pega wai UM'D dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 Pengangkatan Pejabat dan Pegawai seba gaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi standar kompetensi sesuai den gan bidang Urusan 
Pemerintahan yang d itangani. 
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BABVI 

TATAKERJA 

Pasal 12 

(1)	 Kepala UPTD dalam m ela k sanakan tuga s m en era pkan pnnslp koordinasi , 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya. 

(2)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan sis tem pen gen dal ian internal di 
lin gkungan masing-masing. 

(3)	 Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan m en gkoord in a s ikan bawahan 
dan mernberikan pengarahan serta petu njuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tuga s m elakuka n pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi d i bawahnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTlJP 

Pasal 13 

Dengan berlakunya Peraturan Gubemur iru, maka Peraturan Gubemur 
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan , Organisa s i dan Tatakerja 
Unit Pelaksana Teknis Dina s Pada Din a s Daerah Provin s i Lampung, dica bu t dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gu bem u r ini lebih lanjut 
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Perdagangan setelah mendapat 
persetujuan dari Gubemur. 

Pasa1 l S 

Peraturan Gubernur ini m u lai berlaku sejak tanggal d iu n dangkan. 

Agar setiap orang da p a t men getahu inya , mernerintahkan pengundangan 
Pera tu ran Gubernur ini den gan penempa tannya d alam Ber ita Daerah Provinsi 
Lampung. 

Ditetapkan di Telu kb etu n g 
pada tanggal , 28 Desember 2018 

GUIJERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M.	 RlDHO n CARDO 

Diundangkan di Telukbetung 

pada tanggal 28 Desember 20 18 Salinan sesu dengan aslinya 
Pj. SEKRETARlS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, KEPALA B o HUKUM,. 

ttd 

ZULFIKAR, SH, MH Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si 
Pe mbina Utama MudaPembina Utama Madya 

NIP. 19680428 199203 1 003NIP.19640209 198903 1 008 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 20 18 NOMOR .......
 



UPTD DINAS PERDAGANGAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
PROVI NSI LAMPUNG NOMOR 87 TAHUN 2018
 

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD DISTRIB USI DAN PE MASARAN KOMODITI 

KEPALA J 
Sub Bagian 
Tata Usaha 

l 
Seksi 

Komoditi dan 
Kemitraan 

I 

Ui S ~~~:~ dan 
Pema saran 
- - ------' 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu . dengan aslinya 
KEPALA RO HUKUM, 

ZULFIKAR, SH, MH 
Pe mbina Utama Muda
 

NIP. 1968042 8 19 9 20 3 1 0 0 3
 


